
    Lex Lectio : Jurnal Kajian Hukum 

 Volume 05 No. 01. Tahun 2026 

 E-ISSN: 3025-3276 

 

14 

 

KEADILAN EKOLOGIS DI TENGAH AMBISI HILIRISASI: 

REKONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI 

ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN DI INDONESIA 

 

Rizqi Almaajid 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 

Email: almaajidrizqi2003@gmail.com 

  

Abstract Natural resource-based industrial downstreaming is a 

strategic component of Indonesia’s economic 

development, intended to increase domestic value added. 

However, its implementation requires critical examination 

in relation to environmental protection and ecological 

justice. Problems arise when the economic benefits of 

industrial activities are not distributed proportionately, 

while the risks of environmental damage and the burden of 

remediation may fall on affected communities and 

ecosystems. This article examines how Indonesia’s legal 

framework regulates corporate liability for environmental 

damage arising from industrial downstreaming and how 

such liability may be reconstructed to advance ecological 

justice. The study employs normative legal research using 

statutory and conceptual approaches, supplemented by a 

case approach where relevant, through an analysis of 

primary, secondary, and tertiary legal materials concerning 

environmental protection and management, mineral and 

coal mining, and corporate liability. The analysis indicates 

that the effectiveness of corporate legal liability should be 

assessed not merely by the existence of legal provisions or 

the availability of sanctions, but also by their capacity to 

prevent environmental harm, ensure accountability for 

damage caused, and secure environmental restoration. A 

normative reconstruction should strengthen the application 

of the polluter pays principle, strict liability subject to 

applicable legal requirements, business transparency, 

effective law enforcement, and the protection of the rights 

of affected communities. This article argues that the 

success of industrial downstreaming cannot be measured 

solely by investment levels or increases in industrial value 

added. It must also be assessed in terms of ecosystem 
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sustainability, effective environmental restoration, and the 

equitable distribution of economic benefits and ecological 

risks. Accordingly, ecological justice provides a 

conceptual basis for integrating corporate accountability 

and environmental sustainability into Indonesia’s 

downstreaming policy. 

Keywords: Ecological justice; Industrial downstreaming; 

Corporate legal liability; Environmental damage. 

Abstrak Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam merupakan 

strategi pembangunan ekonomi Indonesia yang diarahkan 

untuk meningkatkan nilai tambah, tetapi pelaksanaannya 

perlu dikaji dalam kaitannya dengan perlindungan 

lingkungan hidup dan keadilan ekologis. Permasalahan 

muncul ketika manfaat ekonomi dari kegiatan industri 

tidak terdistribusi secara proporsional, sementara risiko 

kerusakan lingkungan dan beban pemulihannya 

berpotensi ditanggung oleh masyarakat terdampak dan 

ekosistem. Artikel ini menganalisis bagaimana kerangka 

hukum Indonesia mengatur tanggung jawab korporasi 

atas kerusakan lingkungan dalam pelaksanaan hilirisasi 

industri serta bagaimana rekonstruksi tanggung jawab 

tersebut dapat diarahkan untuk mewujudkan keadilan 

ekologis. Penelitian menggunakan metode hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, 

serta pendekatan kasus apabila relevan, melalui analisis 

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan 

dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 

pertambangan mineral dan batu bara, serta tanggung 

jawab korporasi. Analisis menunjukkan bahwa efektivitas 

tanggung jawab hukum korporasi perlu dinilai tidak hanya 

berdasarkan keberadaan norma dan kemungkinan 

pengenaan sanksi, tetapi juga berdasarkan 

kemampuannya mencegah kerusakan, memastikan 

pertanggungjawaban atas dampak yang ditimbulkan, dan 

menjamin pemulihan lingkungan. Rekonstruksi normatif 

perlu diarahkan pada penguatan penerapan prinsip 

pencemar membayar (polluter pays principle), tanggung 

jawab mutlak (strict liability) sesuai persyaratan hukum 

yang berlaku, transparansi kegiatan usaha, efektivitas 
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penegakan hukum, serta perlindungan hak masyarakat 

terdampak. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan 

hilirisasi tidak cukup diukur melalui investasi dan 

peningkatan nilai tambah industri, tetapi juga harus 

mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem, pemulihan 

lingkungan, dan distribusi manfaat serta risiko ekologis 

secara adil. 

Kata kunci: Keadilan ekologis; Hilirisasi industri; 

Tanggung jawab hukum korporasi; Kerusakan 

lingkungan. 

 

Pendahuluan 

Hilirisasi sumber daya alam menjadi agenda penting pembangunan 

Indonesia karena diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat 

industri nasional, dan memperluas peran dalam rantai pasok global. Pada 

sektor mineral, kebijakan ini mendorong pengolahan dan pemurnian 

domestik, termasuk pembangunan smelter. Kementerian ESDM (2024) 

melaporkan investasi fasilitas pemurnian tembaga PT Freeport Indonesia di 

Gresik sekitar USD4,2 miliar. Angka tersebut menunjukkan besarnya skala 

ekonomi yang menyertai peralihan dari ekspor bahan mentah ke produk 

bernilai tambah. 

Keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur melalui investasi, produksi, 

atau ekspor. Penambangan, pengangkutan, pengolahan, pemurnian, 

penggunaan energi, dan pengelolaan limbah juga menimbulkan risiko 

ekologis yang bergantung pada karakter kegiatan serta kondisi wilayah. Studi 

One Earth (2024) menemukan pengurangan tutupan hutan terkait 

pertambangan nikel, sementara dampaknya terhadap kesejahteraan 

masyarakat beragam. Temuan ini tidak berarti semua proyek hilirisasi pasti 

merusak lingkungan, tetapi menunjukkan perlunya memasukkan 

perlindungan ekosistem dalam evaluasi kebijakan. 

Persoalan hukum utamanya ialah distribusi manfaat pembangunan dan 

risiko ekologis. Pelaku usaha dapat memperoleh manfaat dari investasi dan 

peningkatan nilai tambah, sedangkan masyarakat sekitar dapat menghadapi 

pencemaran air, penurunan kualitas udara, perubahan bentang alam, atau 

gangguan mata pencaharian. Dampak setiap proyek harus dibuktikan melalui 

data lingkungan, pengawasan, penelitian, atau proses hukum, bukan 

diasumsikan. Namun, ketika kerusakan terjadi dan biaya penanganannya tidak 
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dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab, keadilan distribusi 

manfaat dan beban lingkungan menjadi persoalan mendasar. 

Keadilan ekologis mencakup distribusi manfaat dan risiko, pengakuan 

terhadap kepentingan masyarakat terdampak, partisipasi dalam pengambilan 

keputusan, serta pemulihan ketika kerusakan terjadi. Masyarakat harus 

diperlakukan sebagai pemegang hak dalam perencanaan dan pengawasan, 

bukan sekadar penerima dampak. Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat. Jaminan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Dari sudut hukum, persoalan tersebut menuntut penilaian atas 

kecukupan norma tanggung jawab korporasi dan efektivitas mekanisme 

pencegahan serta pemulihan. UU Nomor 32 Tahun 2009 beserta 

perubahannya, termasuk UU Nomor 6 Tahun 2023, mengatur kewajiban 

pelaku usaha, pengendalian lingkungan, dan pertanggungjawaban. Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 menyediakan pengaturan pelaksana, 

sedangkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu 

Bara beserta perubahannya relevan bagi kewajiban pemegang izin dan 

pengelolaan lingkungan pertambangan. 

Keberadaan instrumen hukum belum otomatis menghasilkan 

perlindungan efektif. Pertanggungjawaban administratif menegakkan 

kepatuhan; pertanggungjawaban perdata dapat mencakup ganti kerugian dan 

pemulihan; sedangkan pertanggungjawaban pidana mensyaratkan 

terpenuhinya unsur tindak pidana serta dasar atribusi kepada korporasi atau 

individu. Ketiganya tidak dapat dipertukarkan. Efektivitas perlu dinilai dari 

pencegahan dampak, pembuktian hubungan kegiatan dengan kerusakan, 

pelaksanaan putusan, dan pemulihan fungsi lingkungan, bukan hanya dari 

beratnya sanksi. 

Prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) dan tanggung 

jawab mutlak (strict liability) penting, tetapi mempunyai fungsi berbeda. 

Prinsip pencemar membayar menempatkan biaya pencegahan, pengendalian, 

penanggulangan, dan pemulihan pada pihak yang bertanggung jawab sesuai 

hukum, sehingga beban tidak dialihkan secara tidak adil kepada masyarakat 

atau negara. Purwendah dan Erowati (2021) mengulas kedudukannya dalam 

sistem hukum Indonesia, sedangkan Putra (2024) menyoroti tantangan 

penerapan ketika kepentingan ekonomi berhadapan dengan tanggung jawab 

lingkungan. 

Tanggung jawab mutlak diterapkan berdasarkan ketentuan hukum dan 

karakter kegiatan atau risiko yang diatur. Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 
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menjadi dasar penting bagi kerugian dari kegiatan tertentu, dengan tetap 

memperhatikan rumusan pasal dan perubahan peraturan yang berlaku. Prinsip 

ini bukan pertanggungjawaban otomatis untuk setiap kerusakan tanpa 

pengujian persyaratan hukum. Al Fikri, Najicha, dan Handayani (2022) serta 

Sarmilah, Mustafidah, dan George (2022) membahas penerapan strict liability 

dan pertanggungjawaban perdata perusahaan pertambangan, termasuk 

hubungan dasar tanggung jawab, bukti kerugian, dan pemulihan. 

Kajian terdahulu menghubungkan tanggung jawab lingkungan dengan 

penegakan hukum dan akses keadilan. Paripurno (2018) membahas akses 

kompensasi dalam kebijakan ASEAN terkait pencemaran asap lintas batas; 

Triana dan Izza (2021) mengaitkan prinsip pencemar membayar dengan 

hukum lingkungan Indonesia dan perspektif hukum Islam; sedangkan 

Fadhilah, Immamulhadi, dan Sukarsa (2026) mengkaji penerapannya setelah 

perubahan regulasi. Kajian-kajian tersebut menempatkan pembiayaan, 

kompensasi, dan penegakan hukum sebagai dimensi yang saling terkait. 

Penelitian mengenai strict liability meliputi kajian Al Fikri (2022), Al 

Fikri, Najicha, dan Handayani (2022), serta Sarmilah, Mustafidah, dan George 

(2022), yang membahas aspek administrasi, konservasi, dan 

pertanggungjawaban perdata perusahaan pertambangan. Putra (2024) 

menelaah ketegangan antara kepentingan ekonomi dan penerapan prinsip 

pencemar membayar. Literatur ini menyediakan dasar doktrinal, tetapi 

fokusnya tersebar pada prinsip hukum dan mekanisme pertanggungjawaban 

tertentu. 

Kajian hilirisasi berkembang. Amsir (2026) membahas manfaat 

ekonomi, tantangan lingkungan, dan dampak sosial hilirisasi nikel. Studi One 

Earth (2024) menelaah hubungan pertambangan nikel dengan tutupan hutan 

dan kesejahteraan, sementara penelitian daur hidup produksi nikel sulfat 

mengidentifikasi tahapan pengolahan yang berkontribusi terhadap dampak 

lingkungan. Kajian dampak tersebut penting, tetapi tidak dengan sendirinya 

menjelaskan bagaimana tanggung jawab hukum dibebankan dan pemulihan 

dijalankan. 

Sintesis literatur memperlihatkan ruang kajian pada hubungan antara 

kebijakan hilirisasi, koherensi norma tanggung jawab korporasi, dan keadilan 

ekologis. Kajian tentang prinsip pencemar membayar dan strict liability 

umumnya berfokus pada prinsip atau penerapan tertentu, sementara kajian 

hilirisasi menyoroti dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Artikel ini 

mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut untuk menilai pencegahan, 

penetapan tanggung jawab, pembebanan biaya, pemulihan, serta perlindungan 

masyarakat. 
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Metode 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual 

(conceptual approach), serta pendekatan kasus apabila relevan. Bahan hukum 

yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang 

berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, pertambangan mineral dan 

batu bara, serta tanggung jawab hukum korporasi. Analisis dilakukan secara 

kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum untuk menilai konstruksi 

pertanggungjawaban korporasi serta merumuskan rekonstruksi hukum yang 

berorientasi pada keadilan ekologis. 

 

Diskusi dan Hasil  

Konstruksi Hukum Tanggung Jawab Korporasi dalam Hilirisasi 

Industri Berbasis Sumber Daya Alam 

Konstruksi hukum tanggung jawab korporasi dalam hilirisasi industri 

berbasis sumber daya alam harus dibaca melalui hubungan antara hak 

konstitusional atas lingkungan hidup, kewajiban negara mengelola sumber 

daya alam, dan tanggung jawab pelaku usaha atas risiko yang ditimbulkan 

kegiatannya. Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik 

dan sehat. Jaminan tersebut memberikan dasar konstitusional bagi 

pembentukan kebijakan pembangunan yang tidak mengorbankan kualitas 

lingkungan. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan penguasaan negara atas 

bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, 

sedangkan ayat (4) mengarahkan penyelenggaraan perekonomian nasional 

pada prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan. 

Konsekuensi yuridisnya, hilirisasi tidak dapat dinilai hanya 

berdasarkan keberhasilan mengubah bahan mentah menjadi produk dengan 

nilai tambah lebih tinggi. Kebijakan tersebut tetap harus memenuhi batas-

batas perlindungan lingkungan yang ditentukan hukum. Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (UU PPLH), sebagaimana telah mengalami perubahan, menyediakan 

kerangka mengenai pencegahan pencemaran, pengendalian kerusakan, 

penyelesaian sengketa, pemulihan lingkungan, dan pertanggungjawaban atas 

pelanggaran. Status peraturan pada basis data resmi menunjukkan bahwa UU 

PPLH telah diubah, antara lain, melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. 

Perubahan tersebut penting karena desain regulasi dapat memengaruhi 

hubungan antara persetujuan lingkungan, perizinan berusaha, pengawasan, 

dan penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan 
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dalam menilai akibat 

hukumnya, perlu dibedakan antara perubahan mekanisme administrasi, 

perubahan rumusan kewajiban, dan perubahan instrumen penegakan. 

Perubahan pada prosedur administratif tidak serta-merta menghapus 

kewajiban substantif untuk mencegah pencemaran dan kerusakan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi instrumen penting 

dalam mengoperasionalkan kewajiban tersebut. Peraturan ini mencakup 

persetujuan lingkungan, perlindungan mutu air, udara dan laut, pengendalian 

kerusakan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta limbah 

non-B3, sistem informasi lingkungan, pengawasan, dan sanksi administratif. 

Dengan cakupan demikian, kepatuhan korporasi tidak cukup diukur dari 

kepemilikan dokumen persetujuan lingkungan. 

Secara konseptual, persetujuan lingkungan merupakan instrumen 

pengendalian risiko sebelum kegiatan berlangsung, sedangkan pengawasan 

dan penegakan hukum berfungsi memastikan agar pengendalian tersebut tetap 

berjalan selama kegiatan dilaksanakan. Keduanya membentuk hubungan yang 

berkesinambungan. Persetujuan lingkungan yang disusun berdasarkan 

penilaian dampak tetapi tidak diikuti pemantauan yang memadai berpotensi 

kehilangan fungsi preventifnya. 

Kerangka tersebut harus dihubungkan dengan peraturan pertambangan 

mineral dan batu bara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah mengalami sejumlah perubahan, 

termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan perubahan 

keempat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Perubahan tahun 

2025 secara eksplisit menempatkan hilirisasi sebagai bagian dari kebijakan 

peningkatan nilai tambah ekonomi yang harus dijalankan secara berkelanjutan 

dan berwawasan lingkungan. Peraturan pertambangan juga memuat 

pengaturan mengenai reklamasi, pascatambang, dana jaminan, pengawasan, 

dan kewajiban pemegang izin. 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi memberikan pedoman 

prosedural untuk menangani perkara pidana yang melibatkan korporasi. 

Kehadiran pedoman tersebut mempertegas bahwa korporasi dapat menjadi 

subjek pemeriksaan pidana, tetapi pembuktian tetap harus menjelaskan 

hubungan antara perbuatan, kepentingan atau aktivitas korporasi, dan dasar 

atribusi pertanggungjawabannya. Penelitian Agustinus dan Arifin (2025) 

mengidentifikasi persoalan kompleksitas struktur korporasi, pembuktian 
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kesalahan, dan konsistensi penegakan sebagai tantangan pertanggungjawaban 

pidana lingkungan di Indonesia. Kajian Aryaputra et al. (2026) juga menelaah 

pola pertanggungjawaban korporasi dalam putusan perkara lingkungan dan 

menunjukkan pentingnya membedakan pertanggungjawaban badan usaha dari 

pertanggungjawaban individu yang mewakilinya. 

Berdasarkan konstruksi tersebut, persoalan hukum tidak tepat 

langsung disebut sebagai kekosongan norma. Sebagian instrumen dasar telah 

tersedia. Persoalan yang perlu diuji lebih lanjut dapat berupa ketidakjelasan 

dalam penerapan norma, konflik antara ketentuan yang relevan, kelemahan 

implementasi, kekurangan pengawasan, atau kesulitan pembuktian dalam 

perkara konkret. Kekosongan norma baru dapat dinyatakan setelah 

ditunjukkan bahwa tidak tersedia pengaturan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan persoalan hukum tertentu. 

 

Keadilan Ekologis, Prinsip Pencemar Membayar, dan Tanggung 

Jawab Mutlak dalam Hilirisasi 

Keadilan ekologis menguji apakah manfaat, risiko, dan kewenangan 

dalam pemanfaatan sumber daya alam didistribusikan secara adil. Dalam 

konteks hilirisasi, ukuran keberhasilan tidak dapat dibatasi pada besarnya 

investasi, pertumbuhan produksi, peningkatan nilai ekspor, atau penerimaan 

negara. Analisis harus mempertimbangkan pula siapa yang menikmati 

manfaat, siapa yang menanggung risiko ekologis, bagaimana keputusan 

dibuat, dan apakah masyarakat terdampak mempunyai akses terhadap 

perlindungan hukum. 

Pertama, keadilan distributif berhubungan dengan pembagian manfaat 

ekonomi dan beban lingkungan. Industri dapat menghasilkan kesempatan 

kerja, infrastruktur, dan penerimaan ekonomi, tetapi manfaat tersebut tidak 

otomatis dinikmati secara merata. Masyarakat yang tinggal di sekitar tambang 

atau fasilitas pemurnian mungkin menghadapi perubahan tata guna lahan, 

risiko terhadap air dan udara, atau gangguan terhadap mata pencaharian yang 

bergantung pada kondisi lingkungan. Penelitian mengenai pertambangan nikel 

di Sulawesi yang diterbitkan dalam One Earth pada 2024 menganalisis 7.721 

desa selama 2011–2018. Hasilnya menunjukkan bahwa deforestasi hampir 

dua kali lipat di desa-desa pertambangan nikel dibandingkan kondisi 

pembanding yang digunakan dalam penelitian. Penelitian itu juga menemukan 

hasil kesejahteraan yang beragam menurut tahapan pertambangan, dengan 

penurunan kesejahteraan lingkungan yang tetap menonjol. 

Kedua, keadilan prosedural mensyaratkan agar masyarakat 

memperoleh informasi yang relevan dan kesempatan berpartisipasi dalam 
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keputusan yang memengaruhi lingkungan mereka. Partisipasi tidak 

seharusnya berhenti pada penyampaian informasi setelah keputusan pokok 

ditetapkan. Secara substantif, partisipasi memerlukan informasi yang dapat 

dipahami, waktu yang memadai untuk menyampaikan tanggapan, serta 

mekanisme yang memungkinkan keberatan masyarakat dipertimbangkan. 

Penelitian Zahra (2024) mengenai hak masyarakat lokal dalam ledakan 

industri nikel Indonesia menyoroti persoalan distribusi manfaat, akses 

informasi, dan partisipasi dalam tata kelola sumber daya. Kajian Hapsari et al. 

(2025) juga mengusulkan model kerja sama pertambangan nikel yang 

memasukkan standar lingkungan, konsultasi masyarakat, pembagian manfaat, 

dan mekanisme pemantauan. 

Ketiga, keadilan pengakuan menghendaki agar kepentingan 

masyarakat tidak diperlakukan sebagai hambatan administratif bagi proyek 

industri. Penilaian dampak perlu memperhatikan hubungan masyarakat 

dengan lahan, air, ruang hidup, mata pencaharian, dan praktik sosial-budaya 

setempat. Keempat, keadilan korektif menuntut agar pihak yang secara hukum 

bertanggung jawab melaksanakan kewajiban yang sesuai, termasuk 

penghentian sumber pencemaran, pembayaran ganti kerugian, atau pemulihan 

lingkungan. 

Prinsip pencemar membayar 

Prinsip pencemar membayar menempatkan biaya pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran serta pemulihan lingkungan pada pihak yang 

bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum. Dalam UU PPLH, prinsip ini 

merupakan salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Maknanya tidak terbatas pada pengenaan denda setelah pelanggaran terjadi. 

Penerapan prinsip tersebut harus membedakan beberapa instrumen. 

Sanksi administratif berfungsi menegakkan kepatuhan dan menangani 

pelanggaran administratif. Ganti kerugian merupakan konsekuensi perdata 

yang harus didasarkan pada aturan dan fakta yang relevan. Pemulihan 

lingkungan bertujuan mengembalikan fungsi lingkungan yang rusak sejauh 

dapat dilakukan. Sanksi pidana memiliki tujuan penegakan hukum terhadap 

perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. 

Putra (2024), melalui kajian mengenai penerapan prinsip pencemar 

membayar di Indonesia, menyoroti ketegangan antara kepentingan ekonomi 

dan pertanggungjawaban lingkungan serta pentingnya penegakan yang 

transparan. Temuan konseptual tersebut menguatkan argumen bahwa prinsip 

pencemar membayar tidak akan efektif apabila biaya yang ditanggung 

korporasi jauh lebih kecil daripada biaya sosial dan ekologis yang dialihkan 
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kepada masyarakat. Namun, penentuan biaya tidak dapat dilakukan secara 

spekulatif. 

Masalah lain adalah penilaian kerugian ekologis yang tidak selalu 

sejalan dengan harga pasar. Hilangnya fungsi daerah resapan, kerusakan 

habitat, atau penurunan kualitas sumber air dapat menimbulkan konsekuensi 

jangka panjang yang tidak tercermin dalam nilai komoditas. Karena itu, 

pendekatan yang hanya menghitung kerugian ekonomi langsung berisiko 

mengabaikan sebagian dampak. Penghitungan harus mempertimbangkan 

kondisi awal lingkungan, tingkat dan durasi kerusakan, kemungkinan 

pemulihan, serta biaya pemantauan yang diperlukan. 

Tanggung jawab mutlak 

Tanggung jawab mutlak (strict liability) merupakan instrumen hukum 

perdata lingkungan yang ditujukan pada kegiatan tertentu dalam ruang 

lingkup Pasal 88 UU PPLH. Penerapannya harus dibedakan dari tanggung 

jawab berdasarkan kesalahan. Pada tanggung jawab berdasarkan kesalahan, 

unsur kesalahan merupakan bagian dari dasar pertanggungjawaban yang harus 

dibuktikan. Dalam tanggung jawab mutlak, tuntutan dapat didasarkan pada 

rezim tanggung jawab khusus yang ditentukan hukum tanpa mengharuskan 

pembuktian kesalahan dengan cara yang sama seperti rezim umum. 

Perubahan UU PPLH melalui rezim Cipta Kerja memunculkan 

perdebatan mengenai penghapusan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur 

kesalahan” dari rumusan Pasal 88. Subadi, Yurista, dan Buana (2026) 

mengkaji dampak perubahan tersebut dan berpendapat bahwa perubahan 

rumusan berpotensi melemahkan pemahaman terhadap fungsi tanggung jawab 

mutlak. Perdebatan ini menunjukkan perlunya membaca ketentuan yang 

berlaku secara teliti, membedakan bunyi norma dari interpretasi akademik, 

dan menguji bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam proses peradilan. 

Dalam penerapannya, setidaknya perlu diperiksa apakah kegiatan yang 

menimbulkan kerugian termasuk dalam ruang lingkup Pasal 88, apakah 

terdapat kerugian atau kerusakan yang relevan, siapa pihak yang secara hukum 

dapat dimintai pertanggungjawaban, serta bagaimana hubungan antara 

kegiatan dan dampak dibuktikan. Identifikasi pelaku dan bukti kausalitas tetap 

penting, terutama apabila beberapa perusahaan mengoperasikan tahapan 

industri yang berbeda. Tanggung jawab mutlak juga tidak boleh disamakan 

dengan tanggung jawab pidana otomatis karena pertanggungjawaban pidana 

mengikuti unsur dan ketentuan hukum pidana yang berlaku. 

Penelitian Riswanti, Martana, dan Dananjaya (2013) telah 

mengidentifikasi tantangan penerapan tanggung jawab mutlak dalam 

penyelesaian perkara perdata lingkungan. Meskipun kajian tersebut lebih lama 
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daripada periode literatur yang diprioritaskan, persoalan doktrinal yang 

diangkat tetap relevan untuk dibaca bersama perkembangan peraturan dan 

penelitian yang lebih baru. Kajian tahun 2026 mengenai penerapan tanggung 

jawab mutlak juga menunjukkan bahwa perubahan regulasi dan peran 

pengadilan tetap menjadi persoalan akademik yang dibahas. 

Ketiga konsep yang dibahas memiliki fungsi yang saling melengkapi. 

Keadilan ekologis memberikan ukuran normatif mengenai distribusi manfaat, 

partisipasi, pengakuan, dan koreksi. Prinsip pencemar membayar menentukan 

arah pembebanan biaya lingkungan kepada pihak yang bertanggung jawab. 

Tanggung jawab mutlak menyediakan dasar pertanggungjawaban khusus bagi 

kegiatan yang memenuhi ruang lingkup ketentuan hukum. 

 

Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Korporasi, dan 

Pemulihan Lingkungan 

Penegakan hukum lingkungan harus dinilai dari kemampuannya 

mengubah kewajiban normatif menjadi kepatuhan nyata dan pemulihan 

terhadap dampak yang terbukti. Pengukuran yang hanya berfokus pada jumlah 

sanksi atau besaran denda belum cukup menjelaskan apakah sumber 

pencemaran telah dihentikan, apakah fungsi lingkungan kembali membaik, 

dan apakah masyarakat memperoleh perlindungan yang diperlukan. 

Pengawasan dan sanksi administratif 

Pengawasan merupakan mata rantai yang menghubungkan 

persyaratan lingkungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha. Dalam kerangka 

PP Nomor 22 Tahun 2021, pengawasan dan sanksi administratif diarahkan 

untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan 

yang berlaku. Ketentuan tersebut menyediakan dasar untuk menindaklanjuti 

penyimpangan terhadap kewajiban lingkungan. Namun, keberadaan 

kewenangan pengawasan belum membuktikan bahwa pengawasan telah 

efektif pada setiap lokasi industri. 

Dalam konteks hilirisasi, pengawasan idealnya mencakup seluruh 

tahap yang relevan dengan risiko lingkungan, mulai dari pengadaan bahan 

baku hingga pengolahan limbah. Parameter yang diperiksa harus sesuai 

dengan karakteristik kegiatan. Fasilitas pemurnian, misalnya, dapat memiliki 

profil risiko yang berbeda dari kegiatan penambangan terbuka. Karena itu, 

pengawasan berbasis risiko lebih tepat daripada menggunakan satu pola 

pemeriksaan untuk semua jenis kegiatan. 

Sanksi administratif berperan sebagai instrumen korektif untuk 

memastikan kepatuhan dan menghentikan pelanggaran sesuai dasar hukum 

yang berlaku. Efektivitasnya bergantung pada ketepatan identifikasi 
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pelanggaran, proporsionalitas tindakan, dan konsistensi pelaksanaan. Sanksi 

yang tidak ditindaklanjuti dapat kehilangan daya koreksinya, sedangkan 

penerapan yang tidak mempertimbangkan tingkat risiko dapat menghasilkan 

respons yang tidak sebanding dengan dampak. Meski demikian, sanksi 

administratif tidak selalu harus didahului atau diikuti sanksi pidana. Pilihan 

instrumen ditentukan oleh sifat pelanggaran, ketentuan hukum, serta terpenuhi 

atau tidaknya unsur tindak pidana. 

Pertanggungjawaban perdata dan pidana korporasi 

Pertanggungjawaban perdata memiliki kedudukan penting karena 

memungkinkan pemulihan hak pihak yang dirugikan dan penanganan 

kerusakan lingkungan sesuai ketentuan. Pasal 87 UU PPLH menyediakan 

dasar mengenai kewajiban membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan 

tertentu bagi pihak yang tindakannya menimbulkan pencemaran atau 

kerusakan lingkungan, dengan memperhatikan unsur dan persyaratan hukum 

yang berlaku. Pasal 88 mengatur rezim tanggung jawab mutlak untuk kegiatan 

dalam cakupan ketentuan tersebut. Dalam penerapannya, tuntutan harus 

membedakan kerugian yang dialami individu atau masyarakat dari kerugian 

terhadap fungsi lingkungan itu sendiri. 

Kesulitan pembuktian dapat muncul ketika dampak berkembang 

secara bertahap, melibatkan beberapa sumber, atau baru terlihat setelah 

kegiatan berlangsung cukup lama. Pengujian kualitas air, udara, tanah, atau 

komponen lingkungan lainnya memerlukan metode yang dapat 

dipertanggungjawabkan, data pembanding yang relevan, serta penjelasan 

tentang keterbatasan atribusi sumber pencemaran. Hubungan kausal tidak 

boleh disimpulkan hanya dari kedekatan geografis antara kegiatan industri dan 

lokasi kerusakan. Sebaliknya, kompleksitas ilmiah juga tidak semestinya 

dijadikan alasan untuk mengabaikan bukti yang tersedia. Penilaian harus 

dilakukan secara proporsional terhadap jenis tuntutan dan standar pembuktian 

yang berlaku. 

Pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi berbeda. Penuntutan 

harus menunjukkan terpenuhinya unsur tindak pidana dan dasar atribusi 

perbuatan kepada korporasi atau individu yang dimintai pertanggungjawaban. 

Pasal 116–119 UU PPLH merupakan bagian penting dari pengaturan pidana 

korporasi, sedangkan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 menyediakan tata cara 

penanganan perkara pidana oleh korporasi. Dalam perkara yang relevan, 

analisis dapat mencakup peran pengurus, pemberi perintah, pelaksana, serta 

hubungan perbuatan dengan kegiatan atau kepentingan korporasi. 

Agustinus dan Arifin (2025) menekankan bahwa kompleksitas 

struktur perusahaan, pembuktian kesalahan, dan konsistensi penegakan 
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merupakan tantangan dalam pertanggungjawaban pidana lingkungan. Aryani 

dan Mufty (2026) mengusulkan pendekatan yang lebih berorientasi pada 

pemulihan dan mekanisme kepatuhan. Kedua penelitian tersebut memperkuat 

argumen bahwa penegakan hukum sebaiknya tidak berhenti pada pengenaan 

denda, tetapi juga memastikan pelaksanaan kewajiban lingkungan sesuai 

dasar hukum yang berlaku. 

Pemulihan lingkungan dan pelaksanaan putusan 

Pemulihan merupakan bagian substantif dari pertanggungjawaban 

lingkungan karena kerusakan tidak selalu dapat diselesaikan melalui 

pembayaran sejumlah uang. Ganti kerugian dapat mengompensasi kerugian 

tertentu, tetapi tidak otomatis mengembalikan kualitas air, fungsi habitat, atau 

kondisi ekologis lainnya. Pemulihan harus dirancang berdasarkan 

karakteristik kerusakan, kondisi awal atau kondisi pembanding yang layak, 

target yang terukur, dan jangka waktu pelaksanaan. Hasilnya perlu diverifikasi 

dengan indikator yang sesuai, bukan semata-mata berdasarkan pernyataan 

bahwa kegiatan pemulihan telah selesai. 

Dalam praktik, penilaian pemulihan perlu menjawab tiga pertanyaan. 

Pertama, apakah sumber dampak telah dikendalikan sehingga kerusakan tidak 

terus berlangsung? Kedua, apakah tindakan yang dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan ekologis lokasi yang terdampak? Ketiga, apakah pemantauan 

setelah pemulihan menunjukkan hasil yang memenuhi target? Pertanyaan 

tersebut dapat menjadi dasar evaluasi pelaksanaan putusan maupun kewajiban 

administratif. Jika target belum tercapai, tindakan lanjutan perlu 

dipertimbangkan berdasarkan kewajiban dan mekanisme hukum yang 

tersedia. 

Pengelolaan dana jaminan reklamasi dan pascatambang juga relevan 

dalam kegiatan pertambangan. Instrumen tersebut ditujukan untuk 

mendukung pelaksanaan kewajiban pemulihan sesuai ketentuan sektoral. 

Keberadaan dana jaminan, bagaimanapun, tidak dapat diperlakukan sebagai 

pengganti seluruh tanggung jawab korporasi atas pencemaran atau kerusakan 

yang mungkin terjadi. 

Perlindungan masyarakat dan indikator evaluasi 

Perlindungan masyarakat memerlukan akses terhadap informasi 

lingkungan, mekanisme pengaduan, partisipasi dalam pengambilan 

keputusan, dan akses terhadap penyelesaian sengketa. Hak-hak tersebut 

berhubungan langsung dengan keadilan prosedural. Masyarakat yang tidak 

memiliki akses terhadap data atau bantuan yang memadai dapat menghadapi 

kesulitan dalam mengenali dampak, mengumpulkan bukti, atau menggunakan 

mekanisme hukum yang tersedia. 
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Penelitian mengenai keadilan sumber daya dalam industri nikel 

menunjukkan pentingnya menempatkan masyarakat lokal sebagai pemegang 

hak, bukan hanya sebagai penerima manfaat yang diasumsikan akan 

memperoleh keuntungan dari pertumbuhan industri. Zahra (2024) menyoroti 

distribusi manfaat dan keterbatasan partisipasi, sedangkan Putra (2024) 

menggarisbawahi pentingnya transparansi penegakan prinsip pencemar 

membayar. 

Untuk menilai efektivitas penegakan hukum, artikel ini menggunakan 

enam indikator analitis: kepatuhan pelaku usaha, penghentian sumber 

pencemaran, pelaksanaan sanksi dan kewajiban hukum, pembayaran ganti 

kerugian berdasarkan dasar yang sah, pemulihan fungsi lingkungan yang 

dapat diverifikasi, serta keterbukaan informasi dan perlindungan masyarakat. 

Indikator tersebut merupakan kerangka evaluasi normatif, bukan hasil 

pengukuran empiris terhadap industri hilirisasi Indonesia. Penerapannya pada 

suatu perkara memerlukan data yang sesuai, termasuk dokumen pengawasan, 

bukti ilmiah, putusan pengadilan, dan laporan pelaksanaan pemulihan. 

 

Rekonstruksi Tanggung Jawab Hukum Korporasi Berbasis 

Keadilan Ekologis 

Rekonstruksi tanggung jawab hukum korporasi perlu berangkat dari 

persoalan yang telah diidentifikasi dalam tiga subbab sebelumnya: adanya 

potensi kesenjangan antara kewajiban normatif dan pelaksanaan, 

kompleksitas penetapan tanggung jawab dalam rantai industri, perbedaan 

fungsi instrumen hukum, serta kebutuhan memastikan pemulihan yang nyata. 

Rekonstruksi yang ditawarkan bukan anggapan bahwa hukum Indonesia sama 

sekali belum mengatur pertanggungjawaban korporasi. Sebaliknya, usulan ini 

diarahkan untuk mengintegrasikan instrumen yang telah tersedia dan 

menunjukkan bagian yang memerlukan harmonisasi, penguatan 

implementasi, atau perubahan peraturan. 

Penguatan pencegahan dan pengawasan 

Persoalan pertama adalah kemungkinan terpisahnya penilaian 

dampak, persetujuan lingkungan, dan pemantauan kegiatan aktual. Dasar 

hukumnya terdapat dalam UU PPLH dan PP Nomor 22 Tahun 2021, 

sedangkan landasan konseptualnya ialah pencegahan dan kehati-hatian dalam 

pengelolaan risiko lingkungan. 

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya, 

instansi pengawas, serta pelaku usaha memiliki peran dalam pelaksanaan 

agenda ini. Pengawasan perlu diarahkan pada risiko dan dampak yang relevan, 

bukan sekadar pemeriksaan kelengkapan dokumen. Data pemantauan juga 
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perlu disusun agar dapat ditelusuri dan dibandingkan dari waktu ke waktu. 

Tantangan yang mungkin muncul mencakup keterbatasan kapasitas teknis, 

kualitas data, koordinasi antarlembaga, dan akses terhadap lokasi industri. 

Dalam kerangka keadilan ekologis, penguatan pencegahan 

memberikan manfaat karena mengurangi kemungkinan masyarakat harus 

menanggung biaya sosial dan ekologis setelah kerusakan terjadi. Perbaikan ini 

pada dasarnya dapat ditempuh melalui optimalisasi instrumen yang telah 

tersedia, penguatan kapasitas pengawasan, dan harmonisasi pelaksanaan. 

Perubahan peraturan baru diperlukan apabila evaluasi lebih lanjut 

membuktikan adanya kekurangan normatif yang tidak dapat diselesaikan 

melalui instrumen yang berlaku. 

Penegasan tanggung jawab dalam rantai industri 

Persoalan kedua adalah kesulitan menentukan tanggung jawab ketika 

kegiatan penambangan, pengolahan, pemurnian, penyediaan energi, 

pengangkutan, dan pengelolaan limbah dilakukan oleh badan usaha yang 

berbeda. Dasar hukum penetapan tanggung jawab harus ditelusuri pada 

kewajiban masing-masing badan usaha, ketentuan sektoral, norma 

lingkungan, dan bukti mengenai kontribusi terhadap dampak. 

Rekonstruksi yang diusulkan menggunakan pendekatan pemetaan 

kewajiban dan sumber risiko. Pada tahap pertama, setiap badan usaha 

diidentifikasi berdasarkan kegiatan yang dilakukannya dan kewajiban hukum 

yang melekat. Pada tahap kedua, sumber risiko dan kendali operasional atas 

kegiatan ditentukan. Pada tahap ketiga, bukti mengenai tindakan, kelalaian, 

kontribusi terhadap dampak, dan hubungan kausal dinilai sesuai rezim 

pertanggungjawaban yang digunakan. 

Pendekatan tersebut dapat diterapkan oleh aparat pengawas, penyidik, 

penuntut umum, pengadilan, dan pihak yang menangani sengketa sesuai 

kewenangannya. Pelaku usaha juga dapat menggunakannya untuk 

memperjelas pembagian kewajiban dalam kontrak, sistem pengendalian 

internal, dan tata kelola pemasok. Kontrak antarbadan usaha dapat membantu 

memperjelas tanggung jawab internal, tetapi tidak dengan sendirinya 

menghapus kewajiban publik atau hak pihak ketiga yang dilindungi hukum. 

Manfaatnya ialah memperkecil risiko bahwa kerusakan tidak 

tertangani karena setiap perusahaan menunjuk pihak lain sebagai penanggung 

jawab. Tantangannya adalah keterbatasan bukti, dampak kumulatif, serta 

kemungkinan sumber pencemaran berasal dari lebih dari satu kegiatan. 

Optimalisasi prinsip pencemar membayar dan tanggung jawab 

mutlak 
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Persoalan ketiga berkaitan dengan penilaian biaya lingkungan dan 

penerapan tanggung jawab yang sesuai dengan karakter kegiatan. Dasar 

hukum yang relevan meliputi asas pencemar membayar dalam UU PPLH, 

ketentuan mengenai ganti kerugian dan pemulihan, serta Pasal 88 mengenai 

tanggung jawab mutlak dalam ruang lingkup yang ditentukan hukum. 

Perbaikan yang diusulkan meliputi penyusunan penilaian kerugian dan 

biaya pemulihan yang transparan, penggunaan bukti ilmiah yang dapat diuji, 

serta pemisahan yang jelas antara ganti kerugian, biaya pengendalian, dan 

biaya pemulihan. Metode penilaian perlu menjelaskan kondisi awal, jenis 

kerusakan, kemungkinan pemulihan, durasi dampak, serta asumsi yang 

digunakan. 

Pemerintah dan instansi terkait berperan menetapkan atau menerapkan 

pedoman sesuai kewenangannya, sementara ahli lingkungan dan lembaga 

penelitian dapat memberikan dukungan ilmiah. Pengadilan tetap menentukan 

pertanggungjawaban dalam perkara yang diperiksa berdasarkan hukum acara 

dan hukum materiil yang berlaku. Tantangan utama meliputi ketidakpastian 

ilmiah, perbedaan metode penilaian, dan kebutuhan membedakan kerugian 

individual dari kerusakan fungsi lingkungan. 

Optimalisasi implementasi harus diprioritaskan sebelum mengusulkan 

perubahan peraturan. Apabila penelaahan hukum menunjukkan ketidakjelasan 

yang tidak dapat diatasi melalui penafsiran sistematis atau pedoman 

pelaksanaan, harmonisasi atau perubahan norma dapat dipertimbangkan. 

Rekomendasi ini sejalan dengan penelitian Putra (2024) mengenai prinsip 

pencemar membayar dan penelitian Subadi, Yurista, dan Buana (2026) 

mengenai perkembangan tanggung jawab mutlak.  

Pemulihan lingkungan sebagai tujuan substantif 

Persoalan keempat adalah kecenderungan mengukur pemenuhan 

kewajiban berdasarkan pembayaran atau penyelesaian administratif, padahal 

fungsi ekologis belum tentu pulih. Dasar hukumnya perlu ditelusuri pada 

ketentuan UU PPLH, PP Nomor 22 Tahun 2021, serta ketentuan sektoral yang 

mengatur reklamasi dan pascatambang. Landasan konseptualnya adalah 

keadilan korektif, yaitu kewajiban memperbaiki kerugian yang ditimbulkan 

sesuai dasar hukum yang berlaku. 

Rekonstruksi yang diusulkan ialah model pemulihan berbasis target 

dan verifikasi. Setiap rencana pemulihan perlu mengidentifikasi kondisi yang 

hendak diperbaiki, tindakan yang diperlukan, indikator keberhasilan, jadwal 

pelaksanaan, pihak yang bertanggung jawab, dan mekanisme pemantauan. 

Indikator harus disesuaikan dengan jenis kerusakan. Pemulihan kualitas air, 
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misalnya, membutuhkan parameter yang berbeda dari pemulihan tutupan 

vegetasi atau stabilitas lahan. 

Pelaksanaan model ini melibatkan pelaku usaha, instansi lingkungan 

hidup, otoritas sektoral, serta ahli yang kompeten. Hasil pemulihan harus 

diperiksa berdasarkan bukti yang relevan. Laporan administratif merupakan 

bagian dari dokumentasi, tetapi tidak selalu cukup untuk membuktikan 

pemulihan apabila kondisi ekologis masih memerlukan pemeriksaan lebih 

lanjut. Apabila target belum tercapai, tindak lanjut harus dilakukan melalui 

mekanisme hukum yang tersedia. 

Model ini juga menuntut pembedaan antara pembayaran ganti 

kerugian dan pemulihan fungsi ekologis. Pembayaran dapat memenuhi bagian 

tertentu dari kewajiban perdata, tetapi tidak selalu menghilangkan kewajiban 

melakukan tindakan pemulihan yang diperintahkan hukum. 

Perlindungan hak masyarakat dan transparansi 

Persoalan kelima berkaitan dengan ketimpangan informasi dan 

kemampuan masyarakat dalam menggunakan mekanisme perlindungan 

hukum. Dasar normatifnya terdapat dalam jaminan konstitusional atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta ketentuan UU PPLH mengenai 

hak, peran masyarakat, informasi, dan penyelesaian sengketa. 

Perbaikan yang diusulkan mencakup penyediaan informasi 

lingkungan yang mudah diakses dan dipahami, mekanisme pengaduan yang 

mempunyai tindak lanjut jelas, partisipasi masyarakat pada tahapan yang 

relevan, dan akses terhadap bantuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pemerintah dan instansi pengawas bertanggung jawab menjalankan 

kewajiban keterbukaan sesuai hukum. Pelaku usaha perlu memenuhi 

kewajiban informasi yang berlaku, sedangkan organisasi masyarakat sipil, 

perguruan tinggi, dan lembaga bantuan hukum dapat berperan dalam 

pendidikan hukum, pendampingan, dan pengujian informasi. Tantangannya 

meliputi kesenjangan literasi, keterbatasan akses teknis, dan kemungkinan 

partisipasi menjadi formalitas apabila masukan masyarakat tidak 

dipertimbangkan secara nyata. 

Keadilan ekologis mensyaratkan agar masyarakat tidak hanya menjadi 

penerima informasi mengenai proyek yang sudah diputuskan. Mereka perlu 

memiliki kesempatan yang bermakna untuk menyampaikan kepentingan, 

mengajukan keberatan melalui mekanisme yang tersedia, dan mendapatkan 

perlindungan sesuai hukum. Usulan ini dapat dimulai melalui penguatan 

pelaksanaan kewajiban yang telah ada, sedangkan kebutuhan perubahan 

norma harus ditentukan melalui pemeriksaan atas kekurangan hukum yang 

spesifik. 
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Integrasi keadilan ekologis dalam kebijakan hilirisasi 

Persoalan keenam ialah penggunaan indikator ekonomi sebagai 

ukuran dominan keberhasilan hilirisasi, tanpa integrasi yang memadai dengan 

indikator kepatuhan, kualitas lingkungan, distribusi manfaat, dan 

perlindungan masyarakat. Dasar konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 33 

ayat (4) UUD 1945, sedangkan dasar sektoralnya mencakup peraturan 

lingkungan dan pertambangan yang berlaku. 

Rekonstruksi yang diusulkan adalah kerangka evaluasi terpadu yang 

menggabungkan enam kelompok indikator: manfaat ekonomi, kepatuhan 

hukum, kualitas lingkungan, distribusi manfaat dan beban, perlindungan hak 

masyarakat, serta pelaksanaan pemulihan. 

Penerapan kerangka tersebut memerlukan definisi indikator yang 

konsisten, sumber data yang dapat diverifikasi, serta mekanisme untuk 

menangani perbedaan antara data perusahaan dan data pengawasan. Indikator 

juga harus dibaca sesuai konteks: peningkatan produksi bukan ukuran kualitas 

lingkungan, sementara perubahan kondisi lingkungan tidak dengan sendirinya 

mengukur distribusi manfaat ekonomi. Sintesis kedua jenis informasi 

diperlukan untuk menilai apakah tujuan pembangunan tercapai tanpa 

mengabaikan kewajiban perlindungan. 

Penelitian Putra et al. (2024) mengenai dampak pertambangan nikel 

terhadap tutupan hutan dan kesejahteraan memberikan contoh bahwa 

indikator biofisik dan sosial dapat menghasilkan gambaran yang berbeda. 

Penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasi ke seluruh proyek hilirisasi, 

tetapi menunjukkan manfaat evaluasi yang menggabungkan beberapa 

dimensi. 

Sintesis model tanggung jawab korporasi berbasis keadilan 

ekologis 

Berdasarkan keenam agenda tersebut, artikel ini mengusulkan model 

tanggung jawab korporasi berbasis keadilan ekologis yang terdiri atas enam 

komponen terhubung. 

 

 

 

 

 

 

 

Pencegahan kerusakan lingkungan 

Penilaian risiko, persetujuan lingkungan, dan pengendalian 

dampak. 

 

Kepatuhan dan pengawasan korporasi 

Pemantauan, keterbukaan data, pemeriksaan, dan tindakan 

korektif. 
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Model konseptual yang diusulkan penulis. Hubungan antarkomponen 

bersifat saling memengaruhi dan tidak selalu berlangsung sebagai urutan 

prosedural yang kaku. 

 

Komponen pertama dan kedua bekerja secara preventif. Penilaian 

risiko dan persyaratan lingkungan menetapkan batas kewajiban, sedangkan 

pengawasan memeriksa apakah kewajiban tersebut dijalankan. Jika ditemukan 

penyimpangan, komponen ketiga digunakan untuk menentukan pihak yang 

bertanggung jawab berdasarkan dasar hukum dan bukti. Komponen keempat 

memastikan biaya yang relevan dibebankan sesuai ketentuan, sedangkan 

komponen kelima mengarahkan kewajiban pada pemulihan yang hasilnya 

dapat dinilai. 

Komponen keenam menghubungkan seluruh proses dengan keadilan 

ekologis. Masyarakat membutuhkan informasi untuk mengetahui risiko dan 

menyampaikan keberatan, sementara evaluasi keberlanjutan membutuhkan 

bukti mengenai kondisi lingkungan dan distribusi manfaat. Hasil evaluasi 

dapat menjadi masukan bagi penyesuaian pengawasan, perbaikan persyaratan 

lingkungan, atau peninjauan kebijakan sesuai kewenangan dan hukum yang 

berlaku. 

Jawaban atas rumusan masalah pertama. Kerangka hukum Indonesia 

telah mengatur tanggung jawab korporasi melalui jaminan konstitusional, UU 

Penetapan tanggung jawab hukum 

Penentuan pihak, dasar hukum, kontribusi, dan pembuktian 

sesuai rezim yang berlaku. 

 

Pembebanan biaya pencemaran dan kerusakan 

Biaya pencegahan, penanggulangan, ganti kerugian, dan 

pemulihan sesuai hukum. 

 

Pemulihan fungsi ekologis 

Target pemulihan, indikator hasil, pemantauan, dan verifikasi. 

 

Perlindungan hak masyarakat dan evaluasi keberlanjutan 

Partisipasi, akses keadilan, distribusi manfaat, dan penilaian 

hasil kebijakan. 
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PPLH beserta perubahannya, peraturan pelaksana, peraturan pertambangan, 

dan instrumen pertanggungjawaban administratif, perdata, serta pidana. 

Kecukupan perlindungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, 

tetapi juga oleh harmonisasi aturan, kualitas pengawasan, pembuktian, dan 

pelaksanaan kewajiban. 

Jawaban atas rumusan masalah kedua. Rekonstruksi tanggung jawab 

hukum korporasi perlu mengintegrasikan pencegahan, pengawasan, 

penetapan tanggung jawab, pembebanan biaya, pemulihan, dan perlindungan 

hak masyarakat. Prinsip pencemar membayar membantu mencegah 

pengalihan biaya lingkungan kepada publik, sedangkan tanggung jawab 

mutlak dapat digunakan pada kegiatan yang memenuhi ruang lingkup hukum 

terkait. 

Kontribusi konseptual artikel ini terletak pada penggabungan 

instrumen hukum yang telah tersedia ke dalam model pertanggungjawaban 

yang berorientasi pada pencegahan dan hasil pemulihan. Kontribusi 

yuridisnya berupa pembedaan yang lebih tegas antara kekurangan norma, 

persoalan implementasi, kesulitan pembuktian, dan kebutuhan harmonisasi. 

Pembedaan tersebut membantu menentukan jenis intervensi yang tepat tanpa 

menganggap setiap persoalan sebagai kekosongan hukum. 

 

 

Kesimpulan  

Kerangka hukum Indonesia telah mengatur tanggung jawab korporasi 

atas kerusakan lingkungan melalui instrumen administratif, perdata, dan 

pidana. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada konsistensi penegakan 

hukum, pembuktian tanggung jawab, pengawasan, dan pelaksanaan 

pemulihan lingkungan. Rekonstruksi tanggung jawab korporasi perlu 

diarahkan pada penguatan prinsip pencemar membayar, penerapan tanggung 

jawab mutlak sesuai ketentuan hukum, transparansi kegiatan usaha, serta 

perlindungan hak masyarakat terdampak. Dengan demikian, keberhasilan 

hilirisasi industri tidak hanya diukur dari peningkatan nilai ekonomi, tetapi 

juga dari keberlanjutan ekosistem, pemulihan lingkungan, dan keadilan dalam 

distribusi manfaat serta risiko ekologis. 
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